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Perilaku Pemimpin Penyebab Persekusi

Rusak Citra Negara Hukum

[JAKARTA] Prilaku pe-
mimpin dinilai menjadi sa-
lah satu penyebab maraknya
kasus persekusi belakangan
ini. Pemimpin tidak membe-
rikan contoh yang baik da-
lam menjalani kehidupan
bertoleransi. Sebaliknya, pa-
ra pemimpin-baik pemimpin
formal maupun informal jus-
tru berlomba untuk ingin
menang sendiri.
"Ferniomena persekusi
belakangan ini marak: kare-
na contoh yang diperton-
tonkan para pemimpin kita
yang formal maupun tidak
formal, tidak memberikan
contoh tentang toleransi te-
tapi ingin menang sendiri,"

kata pakar hukum Frans
Hendra Winarta kepada SP
di Jakarta, Senin (5/6).

Advokat senior ini me-
nyatakan, persekusi meru-
pakan perbuatan atau prila-
ku kasar yang disebabkan
perbedaan agama. Untuk
itu, tindakan persekusi dini-
lai bertentangan dengan fal-
safah Pancasila yang meng-
ajarkan mengenai toleransi
dan persamaan hak serta
kesetaraan. Bahkan, jika di-
peras, intisari Pancasila me-
rupakan kebersamaan dan
persaudaraan.

"Persekusi ini menjurus
kepada budaya kekerasan
yang tidak bisa menerima

perbedaan. Kalau lain dari
kita-dianggap salah. Segala
yang berbeda dengan kita di-
anggap aneh. Sekali lagi to-
leransi adalah esensi falsafah
Pancasila," ungkapnya.
Menurut Frans toleransi
dalam kesetaraan, persau-
daraan dan persatuan dalam
perbedaan sérta perbedaan
dalam kesatuan merupakan
esensi NKRI yang sebaik-
nya dirumuskan sebagai ga-
ris besar haluan negara.
Namun, falsafah Pancasila
saat ini belum dipraktekan
secara konsekuen dalam ke-
hidupan sehari-hari ber-
bangsa dan bernegara.
Untuk itu, Frans mendu-
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kung rencana pemerintah
membentuk Unit Kerja
Pembinaan. Ideologi
Pancasila. Unit kerja ini di-
harapkan dapat menopang
penghayatan dan’ pedoman
pelaksanaan sehari-hari da-
lam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Sementara itu, pakar hu-
kum pidana dari Universitas
Parahyangan Agustinus
Pohan mengatakan, perseku-
si merupakan bentuk dari
main hakim sendiri.
Dikatakan, maraknya perse-
kusi terjadi karena lembah-
nya penegak hukum.
Sejumlah kelompok masya-
rakat telah mengambil alih

peran yang seharusnya men-
jadi tanggung jawab penegak
hukum. Mulai dari mengatur
lalu lintas hingga kepada hal
lain yang lebih serius.
"Untuk itu (persekusi)
harus menjadi perhatian se-
rius dari Polri. Saat ini ha-
rus menjadi momentum ba-
gi. penegak hukum untuk
kembali mengendalikan se-
penuhnya. ‘Tentu tidak mu-
dah, karena terkait dengan
keterbatasan anggaran dan
personil. Peran serta masya-
rakat tentu penting, namun
tidak dengan mengambil
alih kewenangan," katanya.
Sementara itu, Ketua
Komisi III Bambang

Soesatyo mengatakan aksi
persekusi adalah tindakan
masyarakat sipil meruntuh-
kan kekuatan-dan wibawa
negara. Karena itu, negara
tidak boleh menoleransi ak-
si-aksi seperti itu.
"Siapapun pelakunya
dan sebesar apa pun kekuat-
an yang mendukungnya,
negara wajib merespons ak-
si persekusi dengan sikap
dan tindakan yang tegas,
pun lugas," ujar Bambang
di Jakarta, Minggu (4/6).
Jika aksi persekusi dan
sweeping tidak segera dihen-
tikan, kata Bambang, akan
terbangun persepsi negatif di
benak publik. [YUS/E-5]



